
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.166, 2019 KEMENDAGRI. PPNS. Pemerintah 

Daerah.  
 

 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan 

pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam 

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan 

daerah, perlu pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil 

di lingkungan pemerintah daerah; 

  b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Dalam Penegakan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai 

dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-

undangan sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5772); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 

  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, 

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, 

Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda 

Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYIDIK 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi 

dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

3. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati/Wali Kota. 

4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. 

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas 

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas 
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ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk 

menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan 

masyarakat. 

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 

Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

9. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan 

penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman 

dan kelancaran penyidikan. 

 

BAB II 

TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  

 

Pasal 2 

(1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP 

bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

(2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda 

dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS 

Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya. 

(4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dilakukan oleh kepala Satpol PP. 

(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas 

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas 
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ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum 

dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara 

Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana 

penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan 

pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, PPNS berwenang: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 

kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 

tanda pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; dan 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 

 

 

 

www.peraturan.go.id


